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KATA PENGANTAR  

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia 

mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 

April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada 

penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan 

informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk 

mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. 

 

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi 

Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara 

demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. 

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F 

Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara 

harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. 

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia, dan hak untuk 

mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan 

adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak 

setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Sebagai wujud penerapan dari 

Undang-Undang tersebut. 

 

PPID Utama Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki 

tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip 

keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bandung adalah dengan 

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Kota Bandung 

dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui 

pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Kota 

Bandung. 

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bandung untuk 

mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Laporan ini tidak 

hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP, 

melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik 

dan akuntabilitas kepada masyarakat. 
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Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka 

makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kota 

Bandung terus berusaha meningkatkan keterbukaan Informasi Publik. 

Akhir kata, semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP 

di Kota Bandung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada 

masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota 

Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. 

 

KEPALA DINAS  

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

SELAKU PPID UTAMA KOTA BANDUNG, 

 

TTD 

 

Y. Ahmad Brillyana, S.Sos., M.Si 

    Pembina Utama Muda 

  NIP. 19731127 199303 1 003 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku 

PPID Utama Kota Bandung secara rutin melakukan monitoring terhadap 

penerapan keterbukaan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengawal penerapan 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan 

informasi pada umumnya. 

Pada tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID 

Utama Kota Bandung melakukan monitoring terhadap 4 kewajiban yang 

diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait informasi publik, yaitu 

kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi 

publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan 

menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik. 

Penerapan UU KIP oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan juga memiliki 

nilai strategis. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan 

publik merupakan wujud dari demokratisasi pemerintahan yang dapat 

melahirkan kepercayaan publik guna mendorong pemenuhan hak terhadap 

akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Namun diharapkan hal 

itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan 

berdampak langsung kepada warga secara luas. 

Keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya 

PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sebagai penyelenggara Negara, 

khususnya di Kota Bandung, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan 

informasi publik yang memudahkan warga mengakses dan memanfaatkan 

informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu dan Satker 

Pendidikan di Kota Bandung. 

Sampai saat ini, telah terjadi perkembangan dalam penerapan keterbukaan 

informasi publik oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan, namun belum 

dapat dikatakan telah sempurna. Pemenuhan kewajiban yang dapat kami 

monitoring baru sebatas kelengkapan dalam pembentukan kelembagaan 

maupun mekanisme pelayanan informasi publik. 
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Pelayanan informasi publik yang belum berjalan optimal tersebut juga terlihat 

dari alasan permohonan bantuan penyelesaian sengketa informasi publik yang 

diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama 

Kota Bandung. Sebagian besar permohonan bantuan penyelesaian sengketa 

informasi tersebut diajukan karena PPID Pembantu dan Satker Pendidikan 

tidak menanggapi permintaan dan keberatan yang diajukan pemohon. Oleh 

karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID 

Utama Kota Bandung melakukan penilaian guna dapat mengakomodasi 

penilaian untuk mengatur sejauh mana pelayanan informasi yang dilakukan 

PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam keaktifan dan responsifitasnya 

melayani warga. 

Langkah pengembangan itu selanjutnya, dirumuskan dalam ukuran penilaian 

baru yakni ketersediaan laporan layanan Informasi Publik yang merupakan 

implementasi dari kewajiban PPID Pembantu dan Satker Pendidikan. Dimana 

PPID Pembantu dan Satker Pendidikan wajib untuk menyusun sebuah laporan 

yang berisikan dinamika pelaksanaan pelayanan informasi yang dilakukan PPID 

Pembantu dan Satker Pendidikan terhadap warga setiap tahun. Melalui 

penilaian ini, diharapkan dapat mengukur konsistensi dan tindakan PPID 

Pembantu dan Satker Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan informasinya dengan mengacu kepada refleksi dan evaluasi PPID 

Pembantu dan Satker Pendidikan pada pelaksanaan layanan informasinya. 

Melalui monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2021 ini, kami berharap tidak saja dapat mendapatkan 

gambaran penerapan UU KIP di Kota Bandung. Lebih jauh lagi monitoring dan 

evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang 

dihadapi PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam menerapkan 

keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu dan Satker 

Pendidikan sebagai peserta monev. 

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi 

Pemerintah Kota Bandung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengembangkan program 

dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan 

informasi di PPID Pembantu dan Satker Pendidikan maupun Kota Bandung 

pada umumnya. 
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B. Dasar Hukum 

Landasan Hukum dari Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi UU KIP 

di Kota Bandung ini adalah: 

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi    

Publik; 

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan   

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

e) Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

g) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021.Diskominfo/2018 

tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

h) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di Kota Bandung 

ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP pada PPID Pembantu dan 

PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. 

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di Kota Bandung 

ini adalah: 

1. Memetakan penerapan UU KIP oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu 

Satker Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

2. Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban PPID Pembantu dan PPID 

Sub Pembantu Satker Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan 

penerapan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kota 

Bandung dibatasi pada 4 kriteria kelengkapan berdasarkan 4 kewajiban yang 

diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi 

publik, yaitu:  

1) Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala; 

2) Kelengkapan pembentukan dan keberadaan pada pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi (PPID); 

3) Kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat; 

4) Kelengkapan penyusunan standar layanan informasi publik. 

Setiap kriteria penilaian memiliki indikator pemenuhan kewajiban yang 

didasarkan sepenuhnya kepada kewajiban yang diamanahkan melalui pasal-

pasal yang tertera dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI tentang SLIP). 

 

E. Tahapan Kegiatan 

Secara garis besar kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kota 

Bandung akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

NO TANGGAL KEGIATAN URAIAN KEGIATAN 

1. 7 Juni 2021 Sosialisasi Penjelasan kegiatan 

monev penerapan UU KIP 

Penjelasan monev 

penerapan UU KIP 

2. 14 Juni – 31 

Agustus 2021 

Pengisian Kuesioner penilaian 

sendiri (self assessment) pada 

Aplikasi Monev PPID untuk PPID 

Pembantu OPD 

Pengisian kuesioner 

3. 14 Juni – 7 

September 2021 

Pengisian Kuesioner penilaian 

sendiri (self assessment) pada 

Aplikasi Monev PPID untuk PPID 

Sub Pembantu (SD dan SMP) 

Pengisian kuesioner 

4. 1 September – 10 

September 2021 

Verifikasi Website dan Berkas dari 

PPID Pembantu OPD 

Verifikasi website 

5. 8 September – 15 

September 2021 

Verifikasi Website dan Berkas dari 

PPID Sub Pembantu (SD dan SMP) 

Verifikasi website 

6. 16 – 19 

September 2021 

Tanggapan/sanggahan PPID 

Pembantu dan Satker Pendidikan 

Pengumpulan bukti 

tambahan 

6. 20 September - 23 

September 2021 

Verifikasi tahap II Website dan 

Masa Sanggah 

Verifikasi dokumen 

self assessment 

7. 25 September 

2021 

Pengumuman Pemeringkatan Acara Pengumuman 

Pemeringkatan 
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F. Pelaksana Kegiatan 

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP pada PPID Pembantu dan 

PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 

dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bandung dengan susunan 

pelaksana sebagai berikut: 

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung 

Komite Pengarah : 1. Unsur Pemerintah (Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung) 

2. Unsur Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 

3. Unsur Masyarakat/CSO 

4. Unsur Masyarakat/Akademisi 

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

Tim Verifikasi : Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi 

Publik 

Sekretariat : Tim Desk Layanan Informasi PPID Utama Kota 

Bandung 

Dalam penilaian pemeringkatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung akan menunjuk dan mengangkat 

Komite Pengarah dari berbagai kalangan yang berkompeten dan berkepentingan 

dengan keterbukaan informasi di Kota Bandung. 

Komite Pengarah selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab dengan 

sebagai berikut: 

1. Mengawasi pelaksanaan program monev agar berjalan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam proses 

monev. 

3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas proses program monev. 

 

G. Tahapan Pengukuran 

Tahapan pengukuran dari monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di Kota 

Bandung ini telah disusun sebagai berikut: 

1. Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi melakukan penilaian sendiri 

melalui pengisian kuesiner (self assessment). 

2. Tim verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID 

Utama Kota Bandung melakukan pengolahan data terhadap hasil penilaian 

sendiri (self assessment) yang kemudian menghasilkan hasil sementara 

berdasarkan dokumen dan bukti dari peserta kegiatan monitoring dan 
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evaluasi yang memenuhi penilaian kelengkapan dokumen dan bukti dari 

masing-masing kriteria penilaian. 

3. Hasil sementara dibahas dalam rapat pleno antara Penanggungjawab, 

Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk penetapan hasil sementara. 

4. Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi diberikan peluang untuk 

melakukan klarifikasi dengan diberi waktu masa sanggah untuk 

menambahkan dokumen dan bukti tambahan. 

5. Berdasarkan bukti dokumen yang diberikan oleh peserta kegiatan 

monitoring dan evaluasi, kemudian diberikan penilaian dari kelengkapan 

dokumen dan bukti dari masing-masing kriteria penilaian yang diserahkan 

peserta kegiatan monitoring dan evaluasi. 

6. Hasil sanggahan dibahas dalam rapat pleno antara Penanggungjawab, 

Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk penetapan memilih 3 (tiga) 

kategori untuk PPID Pembantu (Badan, Dinas), 3 kategori (Bagian, 

Kecamatan, BUMD, BLUD), 3 PPID Sub Pembantu (SD dan SMP) yang 

memenuhi kelengkapan dokumen dan bukti dari masing-masing kriteria 

penilaian tersebut. 

 

H. Tahapan Penilaian 

Tahapan penilaian dari monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di Kota 

Bandung ini disusun dalam rapat Penanggungjawab, Komite Pengarah dan 

Ketua Pelaksana untuk sebagai berikut: 

 

1. Dipilih 4 kategori bidang terinformatif dari tiap-tiap tingkat PPID Pembantu 

dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dengan metode penilaian sesuai 

jumlah poin pada masing-masing kategori. Adapun kriteria penilaian 

kategori yang dinilai tersebut adalah sebagai berikut: 

 

No Kriteria Penilaian 

1 Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala; 

2 Kelengkapan pembentukan dan keberadaan pada pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi (PPID) 

3 Kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat 

4 Kelengkapan penyusunan standar layanan informasi publik. 
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2. Dari pembobotan tersebut akan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan PPID Terinformatif Bagi PPID Pembantu (Badan dan Dinas); 

b. Pengelolaan PPID Terinformatif Bagi PPID Pembantu (Bagian, 

Kecamatan, BLUD dan BUMD); 

c. Penggeloaan PPID Terinformatif Bagi PPID Sub Pembantu Satker 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD); 

d. Penggeloaan PPID Terinformatif Bagi PPID Sub Pembantu Satker 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); 

e. Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD 

f. Pengelola LAPOR! Terbaik; 

g. Pengelola Medsos Terbaik Bagi SD; 

h. Pengelola Medsos Terbaik Bagi SMP. 
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II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI PPID PEMBANTU DAN PPID SUB 

PEMBANTU SATKER PENDIDIKAN  

 

Dari 76 PPID Pembantu (OPD, Bagian, Kecamatan, BUMD dan BLUD), 63 PPID 

Sub Pembantu di Satker Pendidikan (SMP) dan 247 PPID Sub Pembantu di 

Satker Pendidikan (SD) terdapat 49 PPID Pembantu, 40 PPID Sub Pembantu 

Satker Pendidikan (SMP) dan 134 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan (SD) 

yang mengisi kuesioner beserta bukti pendukung dengan tepat waktu sesuai 

batas waktu dan perpanjangan batas waktu pengembalian kuesioner, seperti 

terlihat dalam tabel dibawah ini. 

No 
PPID Pembantu dan  

PPID Sub Pembantu 

Status Pengisian 

Ya Tidak 

1 Sekretariat DPRD   ✓ 

2 Inspektorat   ✓ 

3 Dinas Pendidikan  ✓  

4 Dinas Kesehatan   ✓ 

5 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga  ✓  

6 Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang   ✓ 

7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Pertanahan dan Pertamanan  

✓  

8 Dinas Sosial  ✓  

9 Dinas Ketenagakerjaan   ✓ 

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak  

✓  

11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana  

✓  

12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  ✓  

13 Dinas Lingkungan Hidup   ✓ 

14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ✓  

15 Dinas Perhubungan   ✓ 

16 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   ✓ 

17 Dinas Perdagangan dan Perindustrian   ✓ 

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu  

✓  

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga   ✓ 

20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata   ✓ 

21 Dinas Arsip dan Perpustakaan  ✓  

22 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana   ✓ 

23 Satuan Polisi Pamong Praja  ✓  
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24 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan  

 ✓ 

25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia  

✓  

26 Badan Keuangan dan Aset Daerah ✓  

27 Badan Pendapatan Daerah  ✓  

28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    ✓ 

29 Bagian Pemerintahan Setda   ✓ 

30 Bagian Kesejahteraan Rakyat  ✓  

31 Bagian Hukum Setda   ✓ 

32 Bagian Kerjasama Setda   ✓ 

33 Bagian Perekonomian Setda   ✓ 

34 Bagian Administrasi Pembangunan Setda  ✓  

35 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda   ✓ 

36 Bagian Organisasi Setda  ✓  

37 Bagian Perencanaan Keuangan Kepegawaian Setda   ✓ 

38 Bagian Umum Setda   ✓ 

39 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda   ✓ 

40 Kecamatan Andir ✓  

41 Kecamatan Antapani ✓  

42 Kecamatan Arcamanik  ✓ 

43 Kecamatan Astana Anyar ✓  

44 Kecamatan Babakan Ciparay ✓  

45 Kecamatan Bandung Kidul ✓  

46 Kecamatan Bandung Kulon ✓  

47 Kecamatan Bandung Wetan ✓  

48 Kecamatan Batununggal ✓  

49 Kecamatan Bojongloa Kaler ✓  

50 Kecamatan Bojongloa Kidul  ✓ 

51 Kecamatan Buahbatu ✓  

52 Kecamatan Cibeunying Kaler ✓  

53 Kecamatan Cibeunying Kidul ✓  

54 Kecamatan Cibiru ✓  

55 Kecamatan Cicendo ✓  

56 Kecamatan Cidadap ✓  

57 Kecamatan Cinambo ✓  

58 Kecamatan Coblong  ✓ 

59 Kecamatan Gedebage ✓  

60 Kecamatan Kiara Condong ✓  

61 Kecamatan Lengkong ✓  



10 

 

62 Kecamatan Mandalajati ✓  

63 Kecamatan Panyileukan ✓  

64 Kecamatan Rancasari ✓  

65 Kecamatan Regol ✓  

66 Kecamatan Sukajadi  ✓ 

67 Kecamatan Sukasari ✓  

68 Kecamatan Sumur Bandung ✓  

69 Kecamatan Ujungberung ✓  

70 Perumda Tirta Wening  ✓  

71 Perumda Bank Bandung  ✓  

72 Perumda Kebersihan  ✓  

73 Perumda Pasar Juara  ✓ 

74 Rumah Sakit Umum Daerah  ✓  

75 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak  ✓  

76 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut  ✓  

77 SMP Negeri 1 Bandung  ✓ 

78 SMP Negeri 2 Bandung ✓  

79 SMP Negeri 3 Bandung ✓  

80 SMP Negeri 4 Bandung ✓  

81 SMP Negeri 5 Bandung  ✓ 

82 SMP Negeri 6 Bandung ✓  

83 SMP Negeri 7 Bandung ✓  

84 SMP Negeri 8 Bandung ✓  

85 SMP Negeri 9 Bandung ✓  

86 SMP Negeri 10 Bandung  ✓ 

87 SMP Negeri 11 Bandung  ✓ 

88 SMP Negeri 12 Bandung ✓  

89 SMP Negeri 13 Bandung ✓  

90 SMP Negeri 14 Bandung ✓  

91 SMP Negeri 15 Bandung ✓  

92 SMP Negeri 16 Bandung ✓  

93 SMP Negeri 17 Bandung ✓  

94 SMP Negeri 18 Bandung ✓  

95 SMP Negeri 19 Bandung ✓  

96 SMP Negeri 20 Bandung  ✓ 

97 SMP Negeri 21 Bandung  ✓ 

98 SMP Negeri 22 Bandung ✓  

99 SMP Negeri 23 Bandung  ✓ 

100 SMP Negeri 24 Bandung  ✓ 

101 SMP Negeri 25 Bandung ✓  
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102 SMP Negeri 26 Bandung ✓  

103 SMP Negeri 27 Bandung ✓  

104 SMP Negeri 28 Bandung ✓  

105 SMP Negeri 29 Bandung  ✓ 

106 SMP Negeri 30 Bandung ✓  

107 SMP Negeri 31 Bandung  ✓ 

108 SMP Negeri 32 Bandung  ✓ 

109 SMP Negeri 33 Bandung  ✓ 

110 SMP Negeri 34 Bandung ✓  

111 SMP Negeri 35 Bandung ✓  

112 SMP Negeri 36 Bandung ✓  

113 SMP Negeri 37 Bandung ✓  

114 SMP Negeri 38 Bandung ✓  

115 SMP Negeri 39 Bandung ✓  

116 SMP Negeri 40 Bandung ✓  

117 SMP Negeri 41 Bandung ✓  

118 SMP Negeri 42 Bandung ✓  

119 SMP Negeri 43 Bandung  ✓ 

120 SMP Negeri 44 Bandung  ✓ 

121 SMP Negeri 45 Bandung  ✓ 

122 SMP Negeri 46 Bandung ✓  

123 SMP Negeri 47 Bandung  ✓ 

124 SMP Negeri 48 Bandung ✓  

125 SMP Negeri 49 Bandung ✓  

126 SMP Negeri 50 Bandung  ✓ 

127 SMP Negeri 51 Bandung ✓  

128 SMP Negeri 52 Bandung  ✓ 

129 SMP Negeri 53 Bandung ✓  

130 SMP Negeri 54 Bandung ✓  

131 SMP Negeri 55 Bandung ✓  

132 SMP Negeri 56 Bandung  ✓ 

133 SMP Negeri 57 Bandung  ✓ 

134 SMP Negeri 58 Bandung  ✓ 

135 SMP Negeri 59 Bandung  ✓ 

136 SMP Negeri Rintisan 60 Bandung ✓  

137 SMP Negeri 61 Bandung ✓  

138 SMP Negeri 62 Bandung ✓  

139 SMP Negeri 63 Bandung  ✓ 

140 SDN 001 Merdeka  ✓  

141 SDN 002 Karang Mulya  ✓ 
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142 SDN 003 Pagarsih ✓  

143 SDN 004 Cisaranten Kulon  ✓ 

144 SDN 005 Babakan Ciparay ✓  

145 SDN 006 Buahbatu  ✓ 

146 SDN 007 Cipaganti ✓  

147 SDN 008 Mohamad Toha  ✓ 

148 SDN 009 Cikadut  ✓ 

149 SDN 010 Cidadap  ✓ 

150 SDN 011 Cibuntu ✓  

151 SDN 012 Babakan Ciparay ✓  

152 SDN 013 Pasirkaliki ✓  

153 SDN 014 Cigondewah ✓  

154 SDN 015 Kresna ✓  

155 SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran ✓  

156 SDN 017 Sekejati ✓  

157 SDN 018 Sukagalih  ✓ 

158 SDN 019 Pabaki  ✓ 

159 SDN 020 Lengkong Besar ✓  

160 SDN 021 Ciporeat  ✓ 

161 SDN 022 Cicadas  ✓ 

162 SDN 023 Pajagalan  ✓ 

163 SDN 024 Coblong  ✓ 

164 SDN 025 Cikutra  ✓ 

165 SDN 026 Bojongloa  ✓ 

166 SDN 027 Cicadas ✓  

167 SDN 028 Gumuruh  ✓ 

168 SDN 029 Cilengkrang ✓  

169 SDN 030 Cirateun ✓  

170 SDN 031 Pelesiran  ✓ 

171 SDN 032 Tilil ✓  

172 SDN 033 Asmi ✓  

173 SDN 034 Patrakomala ✓  

174 SDN 035 Soka ✓  

175 SDN 036 Ujungberung  ✓ 

176 SDPN 037 Sabang ✓  

177 SDN 038 Kiaracondong  ✓ 

178 SDN 039 Tegallega  ✓ 

179 SDN 040 Pasawahan  ✓ 

180 SDN 041 Cibuntu Warung Muncang ✓  

181 SDN 042 Gambir  ✓ 



13 

 

182 SDN 043 Cimuncang ✓  

183 SDN 044 Cicadas Awigombong ✓  

184 SDN 045 Pasirkaliki  ✓ 

185 SDN 046 Sindanglaya ✓  

186 SDN 047 Balonggede ✓  

187 SDN 048 Sirnamanah  ✓ 

188 SDN 049 Durman  ✓ 

189 SDN 050 Cibiru ✓  

190 SDN 051 Pasirkaliki  ✓ 

191 SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage ✓  

192 SDN 053 Cisitu ✓  

193 SDN 054 Tikukur ✓  

194 SDN 055 Jatihandap  ✓ 

195 SDN 056 Garuda Dadali ✓  

196 SDN 057 Binaharapan ✓  

197 SDN 058 Babakan Ciparay  ✓ 

198 SDN 059 Cirangrang ✓  

199 SDN 060 Raya Barat ✓  

200 SDN 061 Cijerah  ✓ 

201 SDN 062 Ciujung  ✓ 

202 SDN 063 Kebon Gedang  ✓ 

203 SDN 064 Padasuka ✓  

204 SDN 065 Cihampelas  ✓ 

205 SDN 066 Halimun ✓  

206 SDN 067 Nilem ✓  

207 SDN 068 Sindanglaya ✓  

208 SDN 069 Cipamokolan Derwati  ✓ 

209 SDN 070 Pasirluyu  ✓ 

210 SDN 071 Sukagalih ✓  

211 SDN 072 Sukasari ✓  

212 SDN 073 Pajagalan  ✓ 

213 SDN 074 Ayudia ✓  

214 SDN 075 Jatayu  ✓ 

215 SDN 076 Sukajadi  ✓ 

216 SDN 077 Sejahtera ✓  

217 SDN 078 Sindangsari Antapani ✓  

218 SDN 079 Kopo Pajagalan  ✓ 

219 SDN 080 Bojong Indah Cibuntu  ✓ 

220 SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya  ✓ 

221 SDN 082 Muararajeun  ✓ 
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222 SDN 083 Babakan Surabaya ✓  

223 SDN 084 Cikadut  ✓ 

224 SDN 085 Ciumbuleuit  ✓ 

225 SDN 086 Cimincrang  ✓ 

226 SDN 087 Rancabolang  ✓ 

227 SDN 088 Embong  ✓ 

228 SDN 089 Babakan Ciparay  ✓ 

229 SDN 090 Cibiru ✓  

230 SDN 091 Cibeureum  ✓ 

231 SDN 092 Cibadak Andir  ✓ 

232 SDN 093 Tunas Harapan Cijerah  ✓ 

233 SDN 094 Parakan Waas ✓  

234 SDN 095 Babakanjati  ✓ 

235 SDN 096 Sarijadi Selatan ✓  

236 SDN 097 Cirateun Kulon ✓  

237 SDN 098 Ciroyom  ✓ 

238 SDN 099 Babakan Tarogong  ✓ 

239 SDN 100 Cipedes ✓  

240 SDN 101 Sukakarya  ✓ 

241 SDN 102 Cikudayasa  ✓ 

242 SDN 103 Coblong  ✓ 

243 SDN 104 Langensari Senanggalih  ✓ 

244 SDN 105 Sukarela  ✓ 

245 SDN 106 Ajitunggal Cijambe  ✓ 

246 SDN 107 Paledang  ✓ 

247 SDN 108 Ciumbuleuit  ✓ 

248 SDN 109 Centeh ✓  

249 SDN 110 Pasirkaliki Komarabudi ✓  

250 SDN 111 Pindad ✓  

251 SDN 112 Pamoyanan  ✓ 

252 SDN 113 Banjarsari ✓  

253 SDN 114 Bojong Koneng Cibeunying ✓  

254 SDN 115 Turangga  ✓ 

255 SDN 116 Cicaheum  ✓ 

256 SDN 117 Batununggal  ✓ 

257 SDN 118 Tanjung  ✓ 

258 SDN 119 Cijagra ✓  

259 SDN 120 Kota Baru ✓  

260 SDN 121 Caringin Holis ✓  

261 SDN 122 Cijawura  ✓ 
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262 SDN 123 Babakan Priangan  ✓ 

263 SDN 124 Hanura  ✓ 

264 SDN 125 Taruna Karya  ✓ 

265 SDN 126 Babakan ✓  

266 SDN 127 Sekeloa ✓  

267 SDN 128 Haurpancuh  ✓ 

268 SDN 129 Rancasawo Margasari  ✓ 

269 SDN 130 Batununggal Sekelimus ✓  

270 SDN 131 Cijawura  ✓ 

271 SDN 132 Cihaurgeulis  ✓ 

272 SDN 133 Jalan Anyar ✓  

273 SDN 134 Panorama ✓  

274 SDN 135 Turangga ✓  

275 SDN 136 Sukawarna ✓  

276 SDN 137 Cijerokaso  ✓ 

277 SDN 138 Gegerkalong Girang ✓  

278 SDN 139 Sukarasa ✓  

279 SDN 140 Arcamanik ✓  

280 SDN 141 Lokajaya  ✓ 

281 SDN 142 Dwikora  ✓ 

282 SDN 143 Kopo ✓  

283 SDN 144 Situgunting ✓  

284 SDN 145 Binongjati  ✓ 

285 SDN 146 Gumuruh ✓  

286 SDN 147 Citarip Barat  ✓ 

287 SDN 148 Cibaduyut ✓  

288 SDN 149 Cigadung  ✓ 

289 SDN 150 Gatot Subroto  ✓ 

290 SDN 151 Sukasenang  ✓ 

291 SDN 152 Cigagak ✓  

292 SDN 153 Taruna Karya  ✓ 

293 SDN 154 Citepus  ✓ 

294 SDN 155 Gunung Rahayu ✓  

295 SDN 156 Pasirkaliki  ✓ 

296 SDN 157 Sukaraja ✓  

297 SDN 158 Babakan Sari-Babakan Surabaya  ✓ 

298 SDN 159 Sekejati ✓  

299 SDN 160 Sukalaksana ✓  

300 SDN 161 Sukapura  ✓ 

301 SDN 162 Warung Jambu Kiaracondong ✓  
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302 SDN 163 Buahbatu Baru ✓  

303 SDN 164 Karang Pawulang ✓  

304 SDN 165 Jatihandap ✓  

305 SDN 166 Ciateul ✓  

306 SDN 167 Mengger Girang ✓  

307 SDN 168 Cipadung ✓  

308 SDN 169 Pelita ✓  

309 SDN 170 Dian  ✓ 

310 SDN 171 Lanuma Husein ✓  

311 SDN 172 Andir Kidul  ✓ 

312 SDN 173 Neglasari ✓  

313 SDN 174 Pasir Impun ✓  

314 SDN 175 Tanjakan ✓  

315 SDN 176 Cilandak ✓  

316 SDN 177 Cipedes  ✓ 

317 SDN 178 Gegerkalong KPAD ✓  

318 SDN 179 Sarijadi ✓  

319 SDN 180 Prakarsa Nugraha  ✓ 

320 SDN 181 Sukamiskin  ✓ 

321 SDN 182 Perumnas Cijerah ✓  

322 SDN 183 Sayuran  ✓ 

323 SDN 184 Buahbatu  ✓ 

324 SDN 185 Cihaurgeulis ✓  

325 SDN 186 Cipadung  ✓ 

326 SDN 187 Lanuma Husein ✓  

327 SDN 188 Bandung Baru  ✓ 

328 SDN 189 Neglasari ✓  

329 SDN 190 Cisaranten Kidul  ✓ 

330 SDN 191 Babakan Surabaya ✓  

331 SDN 192 Ciburuy ✓  

332 SDN 193 Caringin ✓  

333 SDN 194 Sukajadi ✓  

334 SDN 195 Isola  ✓ 

335 SDN 196 Sukarasa ✓  

336 SDN 197 Karang Taruna Karang Sari  ✓ 

337 SDN 198 Mekarjaya ✓  

338 SDN 199 Sayuran ✓  

339 SDN 200 Leuwipanjang  ✓ 

340 SDN 201 Sukaluyu  ✓ 

341 SDN 202 Suryalaya  ✓ 
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342 SDN 203 Kacapiring ✓  

343 SDN 204 Cidadap  ✓ 

344 SDN 205 Neglasari ✓  

345 SDN 206 Putraco Indah  ✓ 

346 SDN 207 Cibogo ✓  

347 SDN 208 Luginasari Sukagalih ✓  

348 SDN 209 Antapani  ✓ 

349 SDN 210 Babakan Sinyar  ✓ 

350 SDN 211 Babakan Priangan ✓  

351 SDN 212 Harapan ✓  

352 SDN 213 Babakan Ciparay  ✓ 

353 SDN 214 Perumnas Cijerah ✓  

354 SDN 215 Rancasagatan  ✓ 

355 SDN 216 Sondariah  ✓ 

356 SDN 217 Sarijadi  ✓ 

357 SDN 218 Sarijadi ✓  

358 SDN 219 Babakanjati  ✓ 

359 SDN 220 Gumuruh  ✓ 

360 SDN 221 Babakan Sentral  ✓ 

361 SDN 222 Pasir Pogor ✓  

362 SDN 223 Bhakti Winaya  ✓ 

363 SDN 224 Cijambe ✓  

364 SDN 225 Mekargalih ✓  

365 SDN 226 Arcamanik Endah  ✓ 

366 SDN 227 Margahayu Utara  ✓ 

367 SDN 228 Cangkuang  ✓ 

368 SDN 229 Cibaduyut  ✓ 

369 SDN 230 Margahayu Raya ✓  

370 SDN 231 Sukaasih  ✓ 

371 SDN 232 Blok Sawah  ✓ 

372 SDN 233 Cibaduyut  ✓ 

373 SDN 234 Saluyu  ✓ 

374 SDN 235 Lengkong Kecil  ✓ 

375 SDN 236 Babakan Ciparay ✓  

376 SDN 237 Kopo Elok  ✓ 

377 SDN 238 Cigondewah ✓  

378 SDN 239 Cigondewah ✓  

379 SDN 240 Cijerah Indah  ✓ 

380 SDN 241 Leuwi Anyar ✓  

381 SDN 242 Margasari  ✓ 
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382 SDN 243 Cicabe ✓  

383 SDN 244 Guruminda ✓  

384 SDN 245 Sumbersari Indah  ✓ 

385 SDN 246 Margacinta ✓  

386 SDN 247 Sukapura ✓  

387 SDN 248 Sindangsari  ✓ 

388 SDN 249 Astanaanyar ✓  

389 SDN 250 Jakapurwa  ✓ 

390 SDN 251 Jamika ✓  

391 SDPN 252 Setiabudi ✓  

392 SDN 253 Panggungsari  ✓ 

393 SDN 254 Griya Bumi Antapani ✓  

394 SDN 255 Griya Bumi Antapani  ✓ 

395 SDN 256 Cigondewah Hilir ✓  

396 SDN 257 Pelita  ✓ 

397 SDN 258 Sukarela  ✓ 

398 SDN 259 Griya Bumi Antapani  ✓ 

399 SDN 260 Griya Bumi Antapani ✓  

400 SDN 261 Margahayu Raya ✓  

401 SDN 262 Panyileukan ✓  

402 SDN 263 Rancaloa ✓  

403 SDN 264 Griya Bumi Antapani ✓  

404 SDN 265 Bandung Kulon ✓  

405 SDN 266 Mengger  ✓ 

406 SDN 267 Griya Bumi Antapani  ✓ 

407 SDN 268 Panyileukan  ✓ 

408 SDN 269 Griya Bumi Antapani  ✓ 

409 SDN 270 Gentra Masekdas ✓  

410 SDN 271 Panghegar  ✓ 

411 SDN 272 Sukasari ✓  

412 SDN 273 Gempolsari  ✓ 

413 SDN 274 Cempaka Arum  ✓ 

 

Terdapat 27 PPID Pembantu, 23 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan SMP 

Negeri dan 140 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan SD Negeri yang tidak 

mengisi kuesioner. Berikut daftar jumlah PPID Pembantu dan PPID Sub 

Pembantu yang mengisi dan tidak mengisi kuesioner berdasarkan kategori. 
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No SKPD 

Jumlah  

yang telah 

mengisi 

Jumlah  

yang tidak 

mengisi 

Keterangan  

(yang tidak mengisi) 

1 Sekretariat 

DPRD 

- 1 Sekretariat DPRD 

2 Inspektorat - 1 Inspektorat 

3 Dinas 11 10 1. Dinas Kesehatan 

2. Dinas Cipta Karya, Bina 

Kontruksi dan Tata Ruang 

3.  Dinas Ketenagakerjaan 

4. Dinas Lingkungan Hidup 

5. Dinas Perhubungan 

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah 

7. Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian 

8. Dinas Pemuda dan Olah Raga 

9. Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

10. Dinas Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana 

4 Badan 3 2 1. Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan 

2. Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik   

5 Bagian 3 8 1. Bagian Pemerintahan Setda 

2. Bagian Hukum Setda 

3. Bagian Kerjasama Setda 

4. Bagian Perekonomian Setda 

5. Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda 

6. Bagian Perencanaan Keuangan 

Kepegawaian Setda 

7. Bagian Umum Setda 

8. Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Setda 

6 Kecamatan 26 4 1. Kecamatan Arcamanik 

2. Kecamatan Bojongloa Kidul 

3. Kecamatan Coblong 
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4. Kecamatan Sukajadi 

7 BUMD 3 1 1. Perumda Pasar Juara 

8 BLUD 3 - - 

9 Sekolah 

Menengah 

Pertama (SMP) 

40 23 1. SMP Negeri 1 

2. SMP Negeri 5 

3. SMP Negeri 10 

4. SMP Negeri 11 

5. SMP Negeri 20 

6. SMP Negeri 21 

7. SMP Negeri 23 

8. SMP Negeri 24 

9. SMP Negeri 29 

10. SMP Negeri 31 

11. SMP Negeri 32 

12. SMP Negeri 33 

13. SMP Negeri 43 

14. SMP Negeri 44 

15. SMP Negeri 45 

16. SMP Negeri 47 

17. SMP Negeri 50 

18. SMP Negeri 52 

19. SMP Negeri 56 

20. SMP Negeri 57 

21. SMP Negeri 58 

22. SMP Negeri 59 

23. SMP Negeri 63 

10. Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) 

134 140 1. SDN 002 Karang mulya 

2. SDN 004 Cisaranten Kulon 

3. SDN 006 Buahbatu 

4. SDN 008 Mohamad Toha 

5. SDN 009 Cikadut 

6. SDN 010 Cidadap 

7. SDN 018 Sukagalih 

8. SDN 019 Pabaki 

9. SDN 021 Ciporeat 

10. SDN 022 Cicadas 

11. SDN 023 Pajagalan 

12. SDN 024 Coblong 

13. SDN 025 Cikutra 

14. SDN 026 Bojongloa 

15. SDN 028 Gumuruh 



21 

 

16. SDN 031 Pelesiran 

17. SDN 036 Ujungberung 

18. SDN 038 Kiaracondong 

19. SDN 039 Tegallega 

20. SDN 040 Pasawahan 

21. SDN 042 Gambir 

22. SDN 045 Pasirkaliki 

23. SDN 048 Sirnamanah 

24. SDN 049 Durman 

25. SDN 051 Pasirkaliki 

26. SDN 055 Jatihandap 

27. SDN 058 Babakan Ciparay 

28. SDN 061 CIJERAH 

29. SDN 062 Ciujung 

30. SDN 063 Kebon Gedang 

31. SDN 065 Cihampelas 

32. SDN 069 Cipamokolan Derwati 

33. SDN 070 Pasirluyu 

34. SDN 073 Pajagalan 

35. SDN 075 Jatayu 

36. SDN 076 Sukajadi 

37. SDN 079 Kopo Pajagalan 

38. SDN 080 Bojong Indah Cibuntu 

39. SDN 081 Kebon Gedang 

Kridawinaya 

40. SDN 082 Muararajeun 

41. SDN 084 Cikadut 

42. SDN 085 Ciumbuleuit 

43. SDN 086 Cimincrang 

44. SDN 087 Rancabolang 

45. SDN 088 Embong 

46. SDN 089 Babakan Ciparay 

47. SDN 091 Cibeureum 

48. SDN 092 Cibadak Andir 

49. SDN 093 Tunas Harapan 

Cijerah 

50. SDN 095 Babakanjati 

51. SDN 098 Ciroyom 

52. SDN 099 Babakan Tarogong 

53. SDN 101 Sukakarya 

54. SDN 102 Cikudayasa 
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55. SDN 103 Coblong 

56. SDN 104 Langensari 

Senanggalih 

57. SDN 105 Sukarela 

58. SDN 106 Ajitunggal Cijambe 

59. SDN 107 Paledang 

60. SDN 108 Ciumbuleuit 

61. SDN 112 Pamoyanan 

62. SDN 115 Turangga 

63. SDN 116 Cicaheum 

64. SDN 117 Batununggal 

65. SDN 118 Tanjung 

66. SDN 122 Cijawura 

67. SDN 123 Babakan Priangan 

68. SDN 124 Hanura 

69. SDN 125 Taruna Karya 

70. SDN 128 Haurpancuh 

71. SDN 129 Rancasawo Margasari 

72. SDN 131 Cijawura 

73. SDN 132 Cihaurgeulis 

74. SDN 137 Cijerokaso 

75. SDN 141 Lokajaya 

76. SDN 142 Dwikora 

77. SDN 145 Binongjati 

78. SDN 147 Citarip Barat 

79. SDN 149 Cigadung 

80. SDN 150 Gatot Subroto 

81. SDN 151 Sukasenang 

82. SDN 153 Taruna Karya 

83. SDN 154 Citepus 

84. SDN 156 PASIRKALIKI 

85. SDN 158 Babakan Sari 

Babakan Surabaya 

86. SDN 161 Sukapura 

87. SDN 170 Dian 

88. SDN 172 Andir Kidul 

89. SDN 177 Cipedes 

90. SDN 180 Prakarsa Nugraha 

91. SDN 181 Sukamiskin 

92. SDN 183 Sayuran 

93. SDN 184 Buahbatu 
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94. SDN 186 Cipadung 

95. SDN 188 Bandung Baru 

96. SDN 190 Cisaranten Kidul 

97. SDN 195 Isola 

98. SDN 197 Karang Taruna 

Karang Sari 

99. SDN 200 Leuwipanjang 

100. SDN 201 Sukaluyu 

101. SDN 202 Suryalaya 

102. SDN 204 Cidadap 

103. SDN 206 Putraco Indah 

104. SDN 209 Antapani 

105. SDN 210 Babakan Sinyar 

106. SDN 213 Babakan Ciparay 

107. SDN 215 Rancasagatan 

108. SDN 216 Sondariah 

109. SDN 217 Sarijadi 

110. SDN 219 Babakanjati 

111. SDN 220 Gumuruh 

112. SDN 221 Babakan Sentral 

113. SDN 223 Bhakti Winaya 

114. SDN 226 Arcamanik Endah 

115. SDN 227 Margahayu Utara 

116. SDN 228 Cangkuang 

117. SDN 229 Cibaduyut 

118. SDN 231 Sukaasih 

119. SDN 232 Blok Sawah 

120. SDN 233 Cibaduyut 

121. SDN 234 Saluyu 

122. SDN 235 Lengkong Kecil 

123. SDN 237 Kopo Elok 

124. SDN 240 Cijerah Indah 

125. SDN 242 Margasari 

126. SDN 245 Sumbersari Indah 

127. SDN 248 Sindangsari 

128. SDN 250 Jakapurwa 

129. SDN 253 Panggungsari 

130. SDN 255 Griya Bumi Antapani 

131. SDN 257 Pelita 

132. SDN 258 Sukarela 

133. SDN 259 Griya Bumi Antapani 
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134. SDN 266 Mengger 

135. SDN 267 Griya Bumi Antapani 

136. SDN 268 Panyileukan 

137. SDN 269 Griya Bumi Antapani 

138. SDN 271 Panghegar 

139. SDN 273 Gempolsari 

140. SDN 274 Cempaka Arum 

 

Dari data tersebut, dapat dijabarkan mengenai presentase pengisian kuesioner 

dari PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu sebagai berikut: 

 

Keterangan Mengisi Tidak 

Mengisi 

Total Mengisi 

(%) 

Tidak 

Mengisi (%) 

PPID Pembantu 49 27 76 65% 35% 

PPID Sub Pembantu 

(SMP) 

40 25 63 63% 37% 

PPID Sub Pembantu 

(SD) 

134 140 274 48% 52% 

Jumlah 223 192 413 54% 46% 

 

Adapun PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu yang mengisi kuesioner 

kemudian masuk ke dalam tahapan pemeriksaan sementara. Dari masing-

masing kategori pada kuesioner diberi penilaian sesuai dokumen yang 

disertakan dengan memastikan kesesuaian dokumen pendukung pernyataan 

dalam kuesioner dan kelengkapan dalam tautan website PPID Pembantu dan 

PPID Sub Pembantu. Kemudian hasil pemeriksaan sementara tersebut 

disosialisasikan kepada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu.  

PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu diberikan peluang untuk melakukan 

klarifikasi dengan diberi waktu masa sanggah untuk menambahkan dokumen 

dan bukti tambahan untuk memperkuat pernyataannya. Berikut daftar hasil 

penilaian kuesioner monev dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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III. DAFTAR PENILAIAN KUESIONER MONEV TAHAP I  

 

A. Bagian Sekretariat Daerah  
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B. Badan 
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C. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
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D. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 

 

E. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
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F. Kecamatan 
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G. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

 



33 

 

 



34 
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H. Sekolah Dasar (SD) Negeri 
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IV. DAFTAR PENILAIAN MONEV TAHAP II  

 

A. Bagian Sekretariat Daerah 

 

 

B. Badan 

 

 

 



53 

 

C. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
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D. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 

 

E. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
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F. Kecamatan 
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G. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 
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H. Sekolah Dasar (SD) Negeri
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Berdasarkan hasil pemeriksaan kuesioner beserta dokumen yang dilampirkan 

oleh tim, selanjutnya hasil penilaian akhir ini dijadikan acuan untuk menyusun 

peringkat bagi PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan pada setiap 

kriteria penilaian sesuai kategori masing-masing dengan hasil penilaian dan urutan 

sebagai berikut: 

 

1. KATEGORI: DINAS 

NO PPID PEMBANTU 
NILAI 

AKHIR 
 

1 Sekretariat DPRD     

2 Inspektorat    

3 Dinas Pendidikan  197  

4 Dinas Kesehatan    

5 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 73  

6 Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang   

7 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 

dan Pertamanan  92 
 

8 Dinas Sosial  176  

9 Dinas Ketenagakerjaan   

10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 160  

11 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  173  

12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 107  

13 Dinas Lingkungan Hidup    

14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  196  

15 Dinas Perhubungan    

16 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah   

17 Dinas Perdagangan dan Perindustrian    

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  198  

19 Dinas Pemuda dan Olah Raga    

20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata    

21 Dinas Arsip dan Perpustakaan 163  

22 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana    

23 Satuan Polisi Pamong Praja  195  

 

2. KATEGORI: BADAN 

NO PPID PEMBANTU  
NILAI 
AKHIR 

 

1 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan   
 

2 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 126 
 

3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 86  

4 Badan Pendapatan Daerah  182  

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik     
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3. KATEGORI: BAGIAN 

NO PPID PEMBANTU 
NILAI 

AKHIR  

1 Bagian Pemerintahan Setda    

2 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda  52  

3 Bagian Hukum Setda    

4 Bagian Kerjasama Setda    

5 Bagian Perekonomian Setda    

6 Bagian Administrasi Pembangunan Setda  96  

7 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda    

8 Bagian Organisasi Setda  84  

9 Bagian Perencanaan Keuangan Kepegawaian Setda    

10 Bagian Umum Setda    

11 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda   

 

4. KATEGORI: KECAMATAN 

NO PPID PEMBANTU 
NILAI 
AKHIR  

1 Kecamatan Andir 157  

2 Kecamatan Antapani 91  

3 Kecamatan Arcamanik   

4 Kecamatan Astana Anyar 59  

5 Kecamatan Babakan Ciparay 96  

6 Kecamatan Bandung Kidul 115  

7 Kecamatan Bandung Kulon 132  

8 Kecamatan Bandung Wetan 172  

9 Kecamatan Batununggal 67  

10 Kecamatan Bojongloa Kaler 117  

11 Kecamatan Bojongloa Kidul   

12 Kecamatan Buahbatu 120  

13 Kecamatan Cibeunying Kaler 145  

14 Kecamatan Cibeunying Kidul 122  

15 Kecamatan Cibiru 85  

16 Kecamatan Cicendo 143  

17 Kecamatan Cidadap 176  

18 Kecamatan Cinambo 173  

19 Kecamatan Coblong   

20 Kecamatan Gedebage 116  

21 Kecamatan Kiaracondong 180  

22 Kecamatan Lengkong 66  

23 Kecamatan Mandalajati 132  

24 Kecamatan Panyileukan 114  

25 Kecamatan Rancasari 107  

26 Kecamatan Regol 142  

27 Kecamatan Sukajadi   

28 Kecamatan Sukasari 140  

29 Kecamatan Sumur Bandung 110  

30 Kecamatan Ujungberung 145  
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5. KATEGORI: BUMD 

NO PPID PEMBANTU  
NILAI 

AKHIR  

1 Perumda Tirta Wening 28  

2 Perumda Bank Bandung 91  

3 Perumda Kebersihan 124  

4 Perumda Pasar Juara   

 

6. KATEGORI: BLUD 

NO PPID PEMBANTU  
NILAI 
AKHIR  

1 Rumah Sakit Umum Daerah  143  

2 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak  157  

3 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut  108  

 

7. KATEGORI: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 

NO PPID SUB PEMBANTU (SATKER PENDIDIKAN) 
NILAI 
AKHIR  

1 SMP Negeri 1 Bandung   

2 SMP Negeri 2 Bandung 121  

3 SMP Negeri 3 Bandung 145  

4 SMP Negeri 4 Bandung 158  

5 SMP Negeri 5 Bandung   

6 SMP Negeri 6 Bandung 184  

7 SMP Negeri 7 Bandung 130  

8 SMP Negeri 8 Bandung 106  

9 SMP Negeri 9 Bandung 158  

10 SMP Negeri 10 Bandung   

11 SMP Negeri 11 Bandung   

12 SMP Negeri 12 Bandung 149  

13 SMP Negeri 13 Bandung 123  

14 SMP Negeri 14 Bandung 74  

15 SMP Negeri 15 Bandung 18  

16 SMP Negeri 16 Bandung 101  

17 SMP Negeri 17 Bandung 90  

18 SMP Negeri 18 Bandung 161  

19 SMP Negeri 19 Bandung 72  

20 SMP Negeri 20 Bandung   

21 SMP Negeri 21 Bandung   

22 SMP Negeri 22 Bandung 142  

23 SMP Negeri 23 Bandung   

24 SMP Negeri 24 Bandung   

25 SMP Negeri 25 Bandung 8  

26 SMP Negeri 26 Bandung 97  

27 SMP Negeri 27 Bandung 114  
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28 SMP Negeri 28 Bandung 31  

29 SMP Negeri 29 Bandung   

30 SMP Negeri 30 Bandung 149  

31 SMP Negeri 31 Bandung   

32 SMP Negeri 32 Bandung   

33 SMP Negeri 33 Bandung   

34 SMP Negeri 34 Bandung 110  

35 SMP Negeri 35 Bandung 83  

36 SMP Negeri 36 Bandung 17  

37 SMP Negeri 37 Bandung 125  

38 SMP Negeri 38 Bandung 196  

39 SMP Negeri 39 Bandung 197  

40 SMP Negeri 40 Bandung 173  

41 SMP Negeri 41 Bandung 71  

42 SMP Negeri 42 Bandung 129  

43 SMP Negeri 43 Bandung   

44 SMP Negeri 44 Bandung   

45 SMP Negeri 45 Bandung   

46 SMP Negeri 46 Bandung 143  

47 SMP Negeri 47 Bandung   

48 SMP Negeri 48 Bandung 52  

49 SMP Negeri 49 Bandung 69  

50 SMP Negeri 50 Bandung   

51 SMP Negeri 51 Bandung 140  

52 SMP Negeri 52 Bandung   

53 SMP Negeri 53 Bandung 158  

54 SMP Negeri 54 Bandung 56  

55 SMP Negeri 55 Bandung 31  

56 SMP Negeri 56 Bandung   

57 SMP Negeri 57 Bandung   

58 SMP Negeri 58 Bandung  

59 SMP Negeri 59 Bandung  

60 SMP Negeri Rintisan 60 Bandung 83 

61 SMP Negeri 61 Bandung 124 

62 SMP Negeri 62 Bandung 68 

63 SMP Negeri 63 Bandung  

 

8. KATEGORI: SEKOLAH DASAR (SD) 

NO 

 

PPID SUB PEMBANTU (SATKER PENDIDIKAN) 
  

NILAI 

AKHIR 

1 SDN 001 Merdeka  85 

2 SDN 002 Karang Mulya  
3 SDN 003 Pagarsih 85 

4 SDN 004 Cisaranten Kulon  
5 SDN 005 Babakan Ciparay 104 

6 SDN 006 Buahbatu  
7 SDN 007 Cipaganti 16 

8 SDN 008 Mohamad Toha  
9 SDN 009 Cikadut  
10 SDN 010 Cidadap  
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11 SDN 011 Cibuntu 92 

12 SDN 012 Babakan Ciparay 97 

13 SDN 013 Pasirkaliki 19 

14 SDN 014 Cigondewah 54 

15 SDN 015 Kresna 50 

16 SDN 016 Dr. Cipto Pajajaran 53 

17 SDN 017 Sekejati 18 

18 SDN 018 Sukagalih  
19 SDN 019 Pabaki  
20 SDN 020 Lengkong Besar 81 

21 SDN 021 Ciporeat  
22 SDN 022 Cicadas  
23 SDN 023 Pajagalan  
24 SDN 024 Coblong  
25 SDN 025 Cikutra  
26 SDN 026 Bojongloa  
27 SDN 027 Cicadas 109 

28 SDN 028 Gumuruh  
29 SDN 029 Cilengkrang 178 

30 SDN 030 Cirateun 104 

31 SDN 031 Pelesiran  
32 SDN 032 Tilil 180 

33 SDN 033 Asmi 9 

34 SDN 034 Patrakomala 59 

35 SDN 035 Soka 75 

36 SDN 036 Ujungberung  
37 SDPN 037 Sabang 174 

38 SDN 038 Kiaracondong  
39 SDN 039 Tegallega  
40 SDN 040 Pasawahan  
41 SDN 041 Cibuntu Warung Muncang 84 

42 SDN 042 Gambir  
43 SDN 043 Cimuncang 19 

44 SDN 044 Cicadas Awigombong 74 

45 SDN 045 Pasirkaliki  
46 SDN 046 Sindanglaya 11 

47 SDN 047 Balonggede 128 

48 SDN 048 Sirnamanah  
49 SDN 049 Durman  
50 SDN 050 Cibiru 27 

51 SDN 051 Pasirkaliki  
52 SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage 13 

53 SDN 053 Cisitu 67 

54 SDN 054 Tikukur 74 

55 SDN 055 Jatihandap  
56 SDN 056 Garuda Dadali 195 

57 SDN 057 Binaharapan 58 

58 SDN 058 Babakan Ciparay  
59 SDN 059 Cirangrang 149 

60 SDN 060 Raya Barat 121 

61 SDN 061 Cijerah  
62 SDN 062 Ciujung  
63 SDN 063 Kebon Gedang  
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64 SDN 064 Padasuka 131 

65 SDN 065 Cihampelas  
66 SDN 066 Halimun 120 

67 SDN 067 Nilem 3 

68 SDN 068 Sindanglaya 119 

69 SDN 069 Cipamokolan Derwati  
70 SDN 070 Pasirluyu  
71 SDN 071 Sukagalih 179 

72 SDN 072 Sukasari 131 

73 SDN 073 Pajagalan  
74 SDN 074 Ayudia 133 

75 SDN 075 Jatayu  
76 SDN 076 Sukajadi  
77 SDN 077 Sejahtera 135 

78 SDN 078 Sindangsari Antapani 32 

79 SDN 079 Kopo Pajagalan  
80 SDN 080 Bojong Indah Cibuntu  
81 SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya  
82 SDN 082 Muararajeun  
83 SDN 083 Babakan Surabaya 15 

84 SDN 084 Cikadut  
85 SDN 085 Ciumbuleuit  
86 SDN 086 Cimincrang  
87 SDN 087 Rancabolang  
88 SDN 088 Embong  
89 SDN 089 Babakan Ciparay  
90 SDN 090 Cibiru 7 

91 SDN 091 Cibeureum  
92 SDN 092 Cibadak Andir  
93 SDN 093 Tunas Harapan Cijerah  
94 SDN 094 Parakan Waas 32 

95 SDN 095 Babakanjati  
96 SDN 096 Sarijadi Selatan 65 

97 SDN 097 Cirateun Kulon 34 

98 SDN 098 Ciroyom  
99 SDN 099 Babakan Tarogong  
100 SDN 100 Cipedes 190 

101 SDN 101 Sukakarya  
102 SDN 102 Cikudayasa  
103 SDN 103 Coblong  
104 SDN 104 Langensari Senanggalih  
105 SDN 105 Sukarela  
106 SDN 106 Ajitunggal Cijambe  
107 SDN 107 Paledang  
108 SDN 108 Ciumbuleuit  
109 SDN 109 Centeh 131 

110 SDN 110 Pasirkaliki Komarabudi 14 

111 SDN 111 Pindad 107 

112 SDN 112 Pamoyanan  
113 SDN 113 Banjarsari 73 

114 SDN 114 Bojong Koneng Cibeunying 67 

115 SDN 115 Turangga  
116 SDN 116 Cicaheum  
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117 SDN 117 Batununggal  
118 SDN 118 Tanjung  
119 SDN 119 Cijagra 19 

120 SDN 120 Kota Baru 82 

121 SDN 121 Caringin Holis 128 

122 SDN 122 Cijawura  
123 SDN 123 Babakan Priangan  
124 SDN 124 Hanura  
125 SDN 125 Taruna Karya  
126 SDN 126 Babakan 137 

127 SDN 127 Sekeloa 123 

128 SDN 128 Haurpancuh  
129 SDN 129 Rancasawo Margasari  
130 SDN 130 Batununggal Sekelimus 134 

131 SDN 131 Cijawura  
132 SDN 132 Cihaurgeulis  
133 SDN 133 Jalan Anyar 7 

134 SDN 134 Panorama 13 

135 SDN 135 Turangga 90 

136 SDN 136 Sukawarna 102 

137 SDN 137 Cijerokaso  
138 SDN 138 Gegerkalong Girang 66 

139 SDN 139 Sukarasa 22 

140 SDN 140 Arcamanik 11 

141 SDN 141 Lokajaya  
142 SDN 142 Dwikora  
143 SDN 143 Kopo 86 

144 SDN 144 Situgunting 68 

145 SDN 145 Binongjati  
146 SDN 146 Gumuruh 176 

147 SDN 147 Citarip Barat  
148 SDN 148 Cibaduyut 88 

149 SDN 149 Cigadung  
150 SDN 150 Gatot Subroto  
151 SDN 151 Sukasenang  
152 SDN 152 Cigagak 108 

153 SDN 153 Taruna Karya  
154 SDN 154 Citepus  
155 SDN 155 Gunung Rahayu 149 

156 SDN 156 Pasirkaliki  
157 SDN 157 Sukaraja 106 

158 SDN 158 Babakan Sari-Babakan Surabaya  
159 SDN 159 Sekejati 105 

160 SDN 160 Sukalaksana 68 

161 SDN 161 Sukapura  
162 SDN 162 Warung Jambu Kiaracondong 7 

163 SDN 163 Buahbatu Baru 75 

164 SDN 164 Karang Pawulang 76 

165 SDN 165 Jatihandap 148 

166 SDN 166 Ciateul 101 

167 SDN 167 Mengger Girang 136 

168 SDN 168 Cipadung 66 

169 SDN 169 Pelita 93 
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170 SDN 170 Dian  
171 SDN 171 Lanuma Husein 13 

172 SDN 172 Andir Kidul  
173 SDN 173 Neglasari 15 

174 SDN 174 Pasir Impun 17 

175 SDN 175 Tanjakan 148 

176 SDN 176 Cilandak 60 

177 SDN 177 Cipedes  
178 SDN 178 Gegerkalong KPAD 128 

179 SDN 179 Sarijadi 37 

180 SDN 180 Prakarsa Nugraha  
181 SDN 181 Sukamiskin  
182 SDN 182 Perumnas Cijerah 3 

183 SDN 183 Sayuran  
184 SDN 184 Buahbatu  
185 SDN 185 Cihaurgeulis 137 

186 SDN 186 Cipadung  
187 SDN 187 Lanuma Husein 32 

188 SDN 188 Bandung Baru  
189 SDN 189 Neglasari 123 

190 SDN 190 Cisaranten Kidul  
191 SDN 191 Babakan Surabaya 118 

192 SDN 192 Ciburuy 64 

193 SDN 193 Caringin 103 

194 SDN 194 Sukajadi 83 

195 SDN 195 Isola  
196 SDN 196 Sukarasa 12 

197 SDN 197 Karang Taruna Karang Sari  
198 SDN 198 Mekarjaya 41 

199 SDN 199 Sayuran 92 

200 SDN 200 Leuwipanjang  
201 SDN 201 Sukaluyu  
202 SDN 202 Suryalaya  
203 SDN 203 Kacapiring 17 

204 SDN 204 Cidadap  
205 SDN 205 Neglasari 8 

206 SDN 206 Putraco Indah  
207 SDN 207 Cibogo 109 

208 SDN 208 Luginasari Sukagalih 101 

209 SDN 209 Antapani  
210 SDN 210 Babakan Sinyar  
211 SDN 211 Babakan Priangan 17 

212 SDN 212 Harapan 89 

213 SDN 213 Babakan Ciparay  
214 SDN 214 Perumnas Cijerah 147 

215 SDN 215 Rancasagatan  
216 SDN 216 Sondariah  
217 SDN 217 Sarijadi  
218 SDN 218 Sarijadi 71 

219 SDN 219 Babakanjati  
220 SDN 220 Gumuruh  
221 SDN 221 Babakan Sentral  
222 SDN 222 Pasir Pogor 149 
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223 SDN 223 Bhakti Winaya  
224 SDN 224 Cijambe 168 

225 SDN 225 Mekargalih 24 

226 SDN 226 Arcamanik Endah  
227 SDN 227 Margahayu Utara  
228 SDN 228 Cangkuang  
229 SDN 229 Cibaduyut  
230 SDN 230 Margahayu Raya 15 

231 SDN 231 Sukaasih  
232 SDN 232 Blok Sawah  
233 SDN 233 Cibaduyut  
234 SDN 234 Saluyu  
235 SDN 235 Lengkong Kecil  
236 SDN 236 Babakan Ciparay 24 

237 SDN 237 Kopo Elok  
238 SDN 238 Cigondewah 83 

239 SDN 239 Cigondewah 75 

240 SDN 240 Cijerah Indah  
241 SDN 241 Leuwi Anyar 25 

242 SDN 242 Margasari  
243 SDN 243 Cicabe 73 

244 SDN 244 Guruminda 73 

245 SDN 245 Sumbersari Indah  
246 SDN 246 Margacinta 101 

247 SDN 247 Sukapura 194 

248 SDN 248 Sindangsari  
249 SDN 249 Astanaanyar 118 

250 SDN 250 Jakapurwa  
251 SDN 251 Jamika 132 

252 SDPN 252 Setiabudi 137 

253 SDN 253 Panggungsari  
254 SDN 254 Griya Bumi Antapani 66 

255 SDN 255 Griya Bumi Antapani  
256 SDN 256 Cigondewah Hilir 153 

257 SDN 257 Pelita  
258 SDN 258 Sukarela  
259 SDN 259 Griya Bumi Antapani  
260 SDN 260 Griya Bumi Antapani 52 

261 SDN 261 Margahayu Raya 103 

262 SDN 262 Panyileukan 123 

263 SDN 263 Rancaloa 144 

264 SDN 264 Griya Bumi Antapani 36 

265 SDN 265 Bandung Kulon 180 

266 SDN 266 Mengger  
267 SDN 267 Griya Bumi Antapani  
268 SDN 268 Panyileukan  
269 SDN 269 Griya Bumi Antapani  
270 SDN 270 Gentra Masekdas 115 

271 SDN 271 Panghegar  
272 SDN 272 Sukasari 72 

273 SDN 273 Gempolsari  
274 SDN 274 Cempaka Arum  
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Berdasarkan hasil akhir penilaian diatas, maka hasil penilaian teratas menurut 

kategori: 

1. Kategori Tingkat Dinas 

 PPID Pembantu : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

 Nilai : 198 

2. Kategori Tingkat Badan 

 PPID Pembantu : Badan Pendapatan Daerah 

 Nilai : 182 

3. Kategori Tingkat Bagian 

 PPID Pembantu : Bagian Administrasi Pembangunan Setda 

 Nilai : 96 

4. Kategori Tingkat Kecamatan 

 PPID Pembantu : Kecamatan Kiaracondong 

 Nilai : 180 

5. Kategori Tingkat BUMD 

 PPID Pembantu : Perumda Kebersihan 

 Nilai : 124 

6. Kategori Tingkat BLUD 

 PPID Pembantu : Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 

 Nilai : 157 

7. Kategori Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 PPID Sub Pembantu : SMP Negeri 39 Bandung 

 Nilai : 197 

8. Kategori Tingkat Sekolah Dasar (SD) 

 PPID Sub Pembantu : SDN 056 Garuda Dadali 

 Nilai : 195 
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V.   HASIL AKHIR PENILAIAN 

Berdasarkan hasil akhir penilaian diatas, maka diumumkan hasil monitoring dan 

evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021 sebagai berikut: 

No Kategori Nama PPID Pembantu dan PPID Sub 

Pembantu Satker Pendidikan 

1. Pengelolaan PPID Terinformatif 

Bagi PPID Pembantu  

(Badan dan Dinas) 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

2. Dinas Pendidikan; 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

2. Pengelolaan PPID Terinformatif 

Bagi PPID Pembantu  

(Bagian, Kecamatan, BUMD 

dan BLUD) 

1. Kec. Kiaracondong; 

2. Kec. Cidadap; 

3. Kec. Cinambo. 

3. Penggeloaan PPID Terinformatif 

Bagi PPID Sub Pembantu 

Satker Pendidikan Sekolah 

Dasar (SD) 

1. SDN 056 Garuda Dadali; 

2. SDN 247 Sukapura; 

3. SDN100 Cipedes. 

4. Penggeloaan PPID Terinformatif 

Bagi PPID Sub Pembantu 

Satker Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

1. SMPN 39; 

2. SMPN 38; 

3. SMPN 6. 

5. Pengelola Website Terbaik Bagi 

OPD dan BUMD 

1. Irviyanti Permata Agustina, S.I.Kom 

(Dinas Pendidikan); 

2. Hadi Surachman, SE (DPMPTSP); 

3. Tanrianto Andhika Putra, S.I.Kom 

(Disdukcapil). 

6. Pengelola LAPOR! Terbaik 1. Titin Saptinah Yuaningsih (Dinas 

Sumber Daya Air dan Bina Marga); 

2. Mohamad Irfan Nurfansyah, ST (Dinas 

Sosial); 

3. Sunarti Zakaria (Kec. Bandung Kulon); 

7. Pengelola Medsos Terbaik Bagi 

SD 

1. SDN 247 Sukapura; 

2. SDN 201 Sukaluyu; 

3. SDN 140 Arcamanik. 

8. Pengelola Medsos Terbaik Bagi 

SMP 

1. SMPN 18; 

2. SMPN 39; 

3. SMPN 59. 
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Selain pemeringkatan kategori tingkat dinas, badan, bagian, kecamatan, BUMD, BLUD 

dan sekolah (SMP dan SD), PPID Utama Kota Bandung juga memberikan penghargaan 

khusus kepada Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD, Pengelola LAPOR! 

Terbaik, Pengelola Medsos Terbaik Bagi SD dan Pengelola Medsos Terbaik Bagi SMP. 

Indikator penilaian kategori Pengelola Website Terbaik Bagi OPD dan BUMD yaitu 

selalu memperbaharui informasi, terdapat informasi tentang PPID dan terdapat link 

pengaduan yang diarahkan ke LAPOR!. Untuk Pengelola LAPOR! Terbaik dilakukan 

penilaian dengan cara menghitung pengaduan yang masuk dibagi dengan waktu 

tindak lanjut. Semakin cepat tindak lanjut, maka rata-rata waktu tindak lanjut 

semakin kecil dan skor akan semakin besar. Semakin banyak laporan, maka skor akan 

semakin besar. Admin dengan tindak lanjut paling cepat dan dengan jumlah laporan 

paling banyak memiliki skor terkecil. Admin LAPOR! Perangkat daerah dengan skor 

tertinggi akan menjadi Pengelola LAPOR! Terbaik. Indikator penilaian kategori 

Pengelola Medsos Terbaik dilihat dari keaktifan, jumlah followers, jumlah postingan, 

informatif dan desain. 
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VI.    CATATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Dari hasil monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik Tahun 2021 dapat disampaikan beberapa catatan sebagai berikut: 

1. Pada awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik  tahun  2021 ini  tercatat partisipasi pada 

pemeringkatan monev PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu mencapai 54%. 

Partisipasi PPID Pembantu mencapai 65%, partisipasi PPID Sub Pembantu Satker 

Pendidikan (SMP) mencapai 63% dan partisipasi PPID Sub Pembantu Satker 

Pendidikan (SD) mencapai 48%. Hal ini dapat dijadikan indikasi yang baik bahwa 

semakin banyak PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan (SMP) 

yang mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Sedangkan untuk PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan (SD) sendiri masih belum 

maksimal mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

dikarenakan beberapa faktor seperti belum tersedianya website dan sumber daya yang 

mumpuni di bidang keterbukaan informasi publik. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan self assessment dari PPID Pembantu dan PPID Sub 

Pembantu (Satker Pendidikan) di Kota Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut: 

NO KATEGORI PADA KUESIONER TERTINGGI TERENDAH 

1 Pembentukan dan Keberadaan PPID Pembantu 

dan Satker Pendidikan 

100% 33% 

2 Ketersediaan Informasi yang Wajib Disediakan 

dan Diumumkan Secara Berkala  

100% 2% 

3 Ketersediaan Informasi yang Wajib Tersedia 

Setiap Saat 

100% 4% 

4 Kelengkapan Standar Layanan Informasi Publik 100% 6% 

 

3. Ketimpangan sebagaimana yang tercantum dalam point diatas, disebabkan dari PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan) di Kota Bandung hanya 

sebagian yang memberikan kelengkapan dokumen pendukung atau tautan. Selain itu 

juga masih ditemukan ada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan 

yang tidak melampirkan bukti pendukung atau tautan sehingga tidak dapat dilakukan 

penilaian dan menyebabkan tidak terdistribusi secara normal.  

4. Meskipun kelengkapan pemenuhan kewajiban diharapkan dapat mendorong 

peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan menghasilkan layanan 

informasi yang berkualitas, monitoring dan evaluasi ini tidak mencakup proses 

pelayanan yang diberikan atau berkaitan dengan kemudahan akses informasi publik 

di PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. Terdapat catatan 
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dalam monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik Tahun 2021 ini, bahwa kelengkapan tersebut belum berkontribusi terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Hal itu terlihat dari permohonan informasi publik 

yang diajukan masyarakat yang belum sepenuhnya diproses dan ditanggapi secara 

serius oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan.  

Berkaitan dengan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2021, maka akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik Tahun 2021 di Kota Bandung ini akan dibagikan kepada seluruh PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. Hasil yang memuat penilaian 

dalam setiap kriteria/kategori tersebut diharapkan akan dijadikan sebagai bahan 

acuan bagi pendampingan pengembangan program penerapan UU KIP secara 

sistematik di masing-masing PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker 

Pendidikan. 

2. PPID Utama Kota Bandung  akan lebih mengembangkan  koordinasi  dengan PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dalam bentuk pembahasan dan 

pembelajaran bersama mengenai penerapan keterbukaan informasi di antara PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. Koordinasi diprioritaskan pada 

pembahasan pengalaman dalam penyelesaian masalah dan dalam penerapan UU KIP 

oleh PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. 

3. Mendorong komitmen dari PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan 

untuk meningkatkan dukungan terhadap program penerapan UU KIP di PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan. 

Sedangkan dalam pengembangan program monitoring dan evaluasi penerapan Undang-

undang Keterbukaan Informasi Publik akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Pengembangan pedoman monitoring dan evaluasi yang dapat lebih menggambarkan 

koordinasi unit kerja di badan publik, kualitas pelayanan informasi publik dan 

kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat. 

2. Mengembangkan sistem penilaian yang tidak mengacu kepada pemeringkatan, 

melainkan mengacu kepada kriteria pemenuhan kewajiban dan kualitas layanan 

informasi publik. 

3. Kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi untuk mendorong lebih banyak PPID 

Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan ikut serta dalam monitoring 

dan evaluasi. Diharapkan badan publik mendapatkan manfaat dari kegiatan   

monitoring dan evaluasi ini, karena hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan   

masukan bagi badan publik untuk merumuskan arah dan program peningkatan   

keterbukaan informasi secara sistematik. 

4. Pengembangan   keterlibatan   masyarakat   dalam   pelaksanaan   monitoring   dan 

evaluasi penerapan UU KIP. 
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VII.    PENUTUP 

Pembentukan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung merupakan komitmen 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik 

terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang  baik (good governance).Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 

informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau 

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan  publik. 

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk 

itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April 2010 atau dua tahun 

setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali 

bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk 

mengimplementasi UU KIP ini. 

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik 

berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Kita 

harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk 

kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik 

Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat 

sebagai pengguna informasi. 
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